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Abstract. The implementation of the Lebaran package in Paledang Village, Bojongkunci 

Village, the package provider does not only provide the goods agreed upon from the start, 

but adds cash as a bonus. The package provider only gave bonuses to some participants. The 

provision of this bonus creates an injustice that is debated among the participants. This 

research originated from the phenomenon that arose in the practice of Lebaran package 

installments in Paledang Village. It aims to examine how the mechanism of giving bonuses 

and implemented in the purchase transaction of package installments, the impact caused by 

the practice of giving bonuses. In addition, it analyzes the practice in accordance with the 

principles of fiqh muamalah.This research uses a qualitative research method with an 

empirical normative approach. The normative approach helps in preparing a strong 

theoretical foundation by analyzing data using the theory and principles of muamalah fiqh. 

The empirical approach is direct data collection through interviews. Based on the results of 

interviews with participants, it can be seen that the sense of injustice felt by participants is 

not only about the value of bonuses received, but also on the lack of clear information 

regarding the provision of bonuses like this. Although this bonus is categorized as a grant 

that is allowed in Islam, it should be implemented clearly. Therefore, it is important for the 

manager to provide clarity, transparency, and fairness in order to comply with Islamic law. 
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Abstrak. Pelaksanaan paket lebaran di Kampung Paledang Desa Bojongkunci penyedia 

paket tidak hanya memberikan barang yang disepakati sejak awal, tetapi menambahkan uang 

tunai sebagai bonus. Penyedia paket hanya memberikan bonus kepada beberapa peserta saja. 

Pemberian bonus ini menimbulkan adanya ketidakadilan yang menjadi perdebatan di 

kalangan peserta. Penelitian ini berawal dari fenomena yang muncul dalam praktik cicilan 

paket lebaran di Kampung Paledang. Bertujuan untuk meneliti cara mekanisme pemberian 

bonus dan diimplementasikan dalam transaksi pembelian cicilan paket, dampak yang 

ditimbulkan dari praktik pemberian bonus. Selain itu, menganalisis praktik tersebut sesuai 

dengan prinsip fiqih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif membantu dalam menyusun 

landasan teori yang kuat dengan menganalisis data menggunakan teori dan prinsip fiqih 

muamalah. Pendekatan empiris merupakan pengambilan data secara langsung melalui 

wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta, telihat bahwa rasa ketidakadilan 

yang dirasakan oleh peserta tidak hanya mengenai pada nilai bonus yang diterima, tetapi 

juga pada ketidakjelasan informasi terkait pemberian bonus seperti ini. Meskipun pemberian 

bonus ini dikategorikan sebagai hibah yang diperbolehkan dalam islam, namun sebaiknya 

dilaksanakan dengan jelas. Oleh karena itu, penting bagi pihak pengelola untuk memberikan 

kejelasan, transparansi, serta keadilan agarsesuai dengan syariat islam. 

Kata Kunci: Paket Lebaran, Bonus, Keadilan. 
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A. Pendahuluan  

Paket lebaran adalah salah satu bentuk respon masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi, yang cara penawarannya berhubungan dengan pengadaan barang untuk keperluan hari raya 

Idul Fitri. Apabila transaksi berlangsung dengan akad yang telah sesuai (sah), maka penyerahan 

barang akan ditunda hingga mendekati hari raya.Masyarakat yang mengikuti paket lebaran melakukan 

pembayaran dengan cara mencicil, yang dimulai jauh sebelum hari raya Idul Fitri tiba(Yassir Arafat 

& Mohammad Shopyan, 2021). Untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat yang berada di Kampung 

Paledang Desa Bojongkunci ada sebagian yang menyediakan jual beli paket lebaran dengan sistem 

pembayaran cicilan. Pelaksanaan paket lebaran di Kampung Paledang Desa Bojongkunci biasanya 

disediakan oleh penyedia paket lebaran dari kalangan ibu-ibu. Paket lebaran ini sangat diminati oleh 

masyarakat sekitar karena dapat meringankan kebutuhan menjelang hari raya nanti.Dalam jual beli 

ini, penyedia paket tidak hanya memberikan barang yang disepakati sejak awal dengan peserta, tetapi 

menambahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000 sebagai bonus. Bonus tersebut tidak dicantumkan 

secara jelas diawal transaksi dan diberikan secara tiba-tiba oleh penyedia paket sebagai bentuk 

tambahan. Penyedia paket hanya memberikan bonus kepada beberapa peserta saja, tidak semua 

peserta mendapatkan bonus. Sebagian peserta yang tidak mendapatkan bonus merasa tidak adil 

dengan apa yang diberikan oleh penyedia paket. Pemberian bonus ini menimbulkan adanya 

ketidakadilan yang menjadi perdebatan di kalangan peserta(Nadianti & Anshori, 2023). 

Awal mulanya ada program paket lebaran idul fitri ialah pada tahun 2020 hingga saat ini yaitu 

tahun 2025, program ini telah berjalan dengan lancar selama kurang lebih 5 tahun. Pemberian bonus 

mengalami perubahan dan perkembangan dari tahun ke tahunnya. Pemberian bonus ini disesuaikan 

dengan keuangan yang ada di pengelola paket. Pada tahun ke-4, pengelola hanya memberikan bonus 

berupa uang tunai saja, serta bonus ini tidak diberikan kepada semua peserta, melainkan hanya kepada 

7 orang peserta saja. Alasan ini karena sisa uang belanja yang sedikit dan tidak memungkinkan untuk 

memberikan bonus secara berlebih.  

Bonus diartikan sebagai sesuatu yang diserahkan atau diberikan kepada orang lain(Sari et al., 

2024). Kebiasaan saling memberikan dan menerima sebenarnya merupakan tindakan yang terpuji 

karena menyiratan makna saling membantu, sikap gotong-royong, rasa persaudaraan, dan 

lainnya(Harahap & Arafa, 2022). Dalam islam, bonus atau hadiah adalah sebuah pemberian yang 

bersifat sukarela, yang dimana penerima tidak diwajibkan untuk memberikan balasan apapun kepada 

pemberi (Hukum & Syariah, 2024; Nia Wulansari et al., 2021).  

Menurut Syaikh bin Baz, Ibnu Jibrin, Dr. Hisamuddin Affani, dan Muhammad bin Abdillah 

asy-Syabani, melarang total pemberian bonus atau hadiah tersebut dengan alasan: (1) Akad yang 

diterapkan dianggap tidak sah (cacat), karena menggunakan bentuk muawadhah (pertukaran) yang 

tidak diakui syariah; (2) Pemberian bonus dianggap menipu konsumen, karena mendorong mereka 

untuk membeli prduk yang sebenarnya tidak diperlukan hanya demi mendapatkan bonus; (3) Praktik 

ini dilihat sebagai peniruan cara perdagangan barat yang fokus semata-mata pada keuntungan tanpa 

memperhatikan etika dan regulasi syariah; (4) Pemberian bonus semacam ini juga dipandang 

merugikan pedagang lain yang tidak menerapkan metode serupa, karena menciptakan kompetisi yang 

tidak adil. Sedangkan menurut Syaikh Ibnu Utsaimin dan Lajnah Daimah Lil Ifta, berpendapat bahwa 

hukum pemberian bonus atau hadiah dalam konteks jual beli tidak dapat dipandang sebagai sesuatu 

yang secara umum dilarang. Menegaskan bahwa pemberian bonus dalam jual beli boleh dilakukan 

selama memenuhi kaidah-kaidah syariah: (1) Tidak semua bonus atau hadiah bersifat sebagai timbal 

balik. Beberapa jenis hadiah merupakan hibah atau akad tabarru’ yang murni, sehingga tidak bisa 

dianggap sebagai pertukaran yang tidak sah (mu’awadhah) yang cacat; (2) Bonus tidak langsung 

memberikan kerugian kepada konsumen. Selama harga produk tetap wajar dan konsumen membeli 

sesuai degan kebutuhannya, maka hadiah tersebut bukanlah bentuk penipuan atau perjudian; (3) 

Menggunakan strategi bisnis yang berasal dari barat tidak dilarang selama tidak melanggar prinsip-

prinsip syariah; (4) Strategi pemberian bonus/hadiah sebenarnya bisa mendukung perkembangan 

ekonomi. Pelaku usaha yang tidak menerapkan strategi ini tidak seharusnya melarangnya(Aurellya et 

al., 2023; Sintia Pebiolinda & Wigati, 2022). 

Hibah, hadiah, dan shadaqah memiliki makna yang saling berkaitan. Secara terminologi, 

hibah dipahami sebagai perjanjian yang berfokus pada penyerahan kepemilikan aset seseorang kepada 

orang lain selama orang tersebut masih hidup tanpa adanya balasan atau imbalan(Islam et al., 2021). 

Apabila merujuk pada nash Al-qur’an dan Hadits, hadiah adalah tindakan yang sangat 
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direkomendasikan dalam islam. Bahkan dalam nash, terdapat anjuran agar setiap muslim 

melaksanakannya sebagai wujud amal baik dan saling membantu satu sama lain. Menurut Wahbah 

Zuhaili, terdapat kesepakatan di antara para ulama mengenai hal ini, tetapi dengan syarat prosedur 

yang disetujui oleh syariat(Sabir & Mutmainnah, 2020). Tujuan dari memberikan bonus oleh para 

pedagang antara lain untuk menarik perhatian konsumen. Cara yang mereka terapkan sangat 

bervariasi, oleh karena itu, tidak dapat diambil kesimpulan secara tegas bahwa pemberian bonus 

tersebut dilarang. Ini disebabkan oleh adanya beberapa yang merupakan hibah murni, sementara ada 

juga yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar), judi, atau riba. Mayoritas ulama melarang 

kegiatan ini karena termasuk dalam jenis Mud ‘Ajwah wa Dirhaman, yang merupakan pertukaran 

barang yang bernilai dengan tambahan barang lainnya, berisiko mengandung riba fadhl, serta unsur 

gharar dan qimar. Tindakan ini dianggap tidak sah, karena faktor utama dalam pembelian bukan hanya 

untuk memperoleh barang itu sendiri, tetapi lebih kepada motivasi untuk mendapatkan uang sebagai 

bonus. Namun, beberapa ulama memberikan izin jika jumlah uang yang dikemas sangat kecil dan 

tidak menjadi perhatian utama dalam transaksi. Meskipun demikian, pandangan yang lebih kuat tetap 

pada pelarangan praktik ini, terutama apabila uang menjadi hal yang paling berpengaruh dalam 

keputusan pembelian(Sari et al., 2024).  

Prinsip keadilan menyatakan bahwa setiap transaksi dan interaksi antar individu seharusnya 

dilakukan dengan cara yang adil. Keadilan harus dipastikan berlaku dalam segala bentuk transaksi 

dan interaksi manusia agar terhindar dari kerugian, serta untuk mencapai kepentingan bersama 

(Pendidikan & Morfologi, 2024). Prinsip-prinsip keadilan dalam jual beli, yaitu: (1) Prinsip kejujuran, 

yang dimana dalam transaksi jual beli dapat dilakukan melalui penyampaian informasi yang objektif, 

akurat, jujur, dan apa adanya; (2) Prinsip kerelaan, dalam kegiatan jual beli, prinsip ini ditunjukkan 

melalui adanya perjanjian ijab dan qabul yang dilakukan tanpa tekanan dan terhindar dari berbagai 

ancaman, penipuan, dan penyamaran(Naila et al., 2025). Keadilan dalam transaksi juga melibatkan 

penghindaran dari praktik yang merugikan pihak lain seperti, riba, gharar, dan ihtikar. Dalam konteks 

kontemporer, penerapan keadilan dalam transaksi dapat terlihat dalam regulasi ekonomi syariah, yang 

bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai 

islam(Ekonomi & Akuntansi, 2024).  

Penelitian ini berawal dari fenomena yang muncul dalam praktik cicilan paket lebaran di 

Kampung Paledang, Desa Bojongkunci, terutama mengenai pemberian bonus yang tidak merata. 

Dengan demikian, fokus masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik dan mekanisme 

pemberian bonus dalam jual beli cicilan paket lebaran di Kampung Paledang; (2) Bagaimana dampak 

praktik pemberian bonus terhadap praktik pembelian paket lebaran tersebut; (3) Bagaimana analisis 

fiqih muamalah terhadap praktik dan mekanisme pemberian bonus dalam jual beli cicilan paket 

lebaran tersebut.  

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti cara mekanisme pemberian bonus dan 

diimplementasikan dalam transaksi pembelian cicilan paket lebaran di Kampung Paledang, serta 

dampak yang ditimbulkan dari praktik pemberian bonus terhadap para peserta paket lebaran. Selain 

itu, penelitian ini juga berfokus untuk menganalisis sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan 

prinsip-prinsip fiqih muamalah, terutama yang berhubungan dengan keadilan, kehendak sukarela 

(ridha), dan kesepakatan dalam akad. 

Secara teoritis, penelitian ini berperan penting dalam pengembangan kajian fiqih muamalah 

kontemporer, khususnya dalam memahami batsan dan regulasi terkait pemberian bonus dalam 

transaksi jual beli paket lebaran dengan sistem pembayaran cicilan. Penelitian ini penting dilakukan 

karena di kalangan masyarakat masih banyak dijumpai praktik jual beli cicilan dalam program paket 

lebaran. Sedangkan secara praktis, memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada semua pihak 

yang terlibat dalam program paket lebaran, baik pengelola paket maupun peserta paket, mengenai 

pentingnya kejelasan dalam akad, prinsip keadilan, serta sukarela dalam semua bentuk transaksi 

tersebut, khususnya bagi masyarakat Kampung Paledang, penelitian ini bisa berfungsi sebagai bahan 

untuk menilai dan memperbaiki cara pemberian bonus agar lebih adil dan transparan.  

 

B. Metode 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. 

Penelitian kualitatif mengeksplorasi sudut pandang individu melalui metode yang interaktif dan 
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fkelsibel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena sosial(Wekke Suardi, 2019). 

Metode pendekatan normatif membantu dalam menyusun landasan teori yang kuat dengan 

menganalisis data menggunakan teori dan prinsip fiqih muamalah.Sedangkan pendekatan empiris 

memberi kesempatan kepada peneliti untuk mengumpulkan informasi yang lebih tepat dan sesuai 

tentang praktik hukum di lapangan. Pendekatan empiris merupakan pengambilan data secara langsung 

melalui wawancara. Data yang diperoleh memberikan informasi mengenai penerapan hukum serta 

reaksi masyarakat terhadapnya(Wiraguna, 2024).  

Penelitian ini dilakukan di Kampung Paledang Desa Bojongkunci. Sumber data dalam 

penelitian ini dilakukan melalui data primer diperoleh melalui wawancara kepada 1 orang pengelola 

paket serta 15 orang peserta paket lebaran. Adapun data sekunder yang diperoleh dari literatur fiqih 

muamalah, seperti buku dan jurnal ilmiah terkait jual beli cicilan, pemberian bonus, dan 

keadilan.Metode pengumpulan data dilakukan wawancara yang dilakukan dengan pedoman 

wawancara dengan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Kemudian wawancara dilakukan 

secara langsung (tatap muka) kepada pengelola dan peserta untuk menggali informasi tetang praktik 

pemberian bonus dalam paket lebaran tersebut. Selanjutnya, dokumentasi untuk mengumpulkan data-

data melalui dokumen tertulis seperti brosur paket lebaran. Metode analisis data dengan proses 

mencari data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi dijabarkan ke dalam 

bentuk tulisan dengan menggunakan metode analisis data secara deskriptif. Data yang telah disusun 

secara sistematis akan dikaitkan antara teori yang digunakan dengan informasi yang didapatkan. Dari 

hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini(Syahrizal & Jailani, 2023). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Penelitian 

Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini berusaha untuk memahami secara 

mendalam praktik pemberian bonus dalam jual beli cicilan paket lebaran di Kampung Paledang Desa 

Bojongkunci, serta menganalisis berdasarkan perspektif fiqih muamalah. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Program paket lebaran adalah aktivitas pembelian pesanan seperti biasanya, yaitu dengan cara 

memesan barang kepada penjual paket. Pengelola menyediakan dua pilihan paket bagi para peserta, 
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yaitu Paket Anak dan Paket Sembako. Kedua paket ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan peserta 

yang disesuaikan dengan kemampuan finansial mereka. Meskipun variasi paket tidak banyak, 

pembagian dalam bentuk Paket Anak dan Paket Sembako telah memberikan kemudahan bagi peserta 

untuk menyesuaikan kebutuhan lebaran dengan cara yang praktis dan ekonomis.  

 

 

Gambar 2. Brosur Paket Anak 

 

 

Gambar 3. Brosur Paket Sembako 

Sistem pembayaran untuk pembelian paket lebaran di Kampung Paledang Desa Bojongkunci 

dilaksanakan dengan cara mencicil harian. Jumlah cicilan ini telah dibicarakan antara pengelola 

dengan peserta saat pendaftaran awal. Cicilan dibayarkan sesuai dengan harga paket yang dipilih oleh 

peserta. Proses pembayaran cicilan dimulai di bulan Syawal, kira-kira satu bulan setelah hari raya Idul 

Fitri dan berlangsung sampai menjelang bulan Ramadhan tahun selanjutnya, kurang lebih periode 

pembayaran berjalan selama sepuluh hingga sebelas bulan. Pembayaran dilakukan selama 330 Hari 

atau 47 Minggu. Penyerahan paket lebaran kepada peserta dilakukan menjelang hari raya idul fitri, 

biasanya pada H-10 sebelum perayaan. Penyerahan paket lebaran dilakukan secara langsung dirumah 
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pengelola. Beberapa peserta mengambil paket mereka sendiri, tetapi ada juga peserta yang meminta 

paket nya untuk diantarkan ke rumah mereka. Bersamaan dengan pengiriman paket, pihak pengelola 

juga memberikan bonus berupa uang tunai kepada peserta. Pemberian bonus dalam program paket 

lebaran ini adalah sebagai salah satu inovasi dari pengelola dalam memberikan nilai tambah kepada 

peserta, serta diberikan sebagai bentuk apresiasi peserta. Alasan lain bonus ini diberikan agar peserta 

tetap mengikuti program paket lebaran ini dari tahun ke tahun berikutnya. Proses penyerahan 

berlangsung di Lokasi yang telah disetujui oleh pihak pengelola dan peserta. Peserta menerima paket 

lebaran beserta bonus uang tunai yang dimasukkan ke dalam amplop senilai Rp. 150.000. Ketika paket 

lebaran diserahkan, peserta harus menandatangani daftar penerimaan paket sebagai bukti bahwa paket 

mereka sudah diterima dan telah menerima haknya dengan baik. Pemberian bonus pada program paket 

lebaran di Kampung Paledang Desa Bojongkunci ini mengalami perubahan dari tahun ke tahun.  

Tabel 1. Perkembangan Pemberian Bonus 

Tahun Bentuk Bonus Keterangan 

2021 Tidak ada 
Belum ada sistem pemberian 

bonus kepada peserta. 

2022 Kue kering 
Bonus ini diberikan kepada semua 

peserta secara adil dan merata. 

2023 Sirup & Uang tunai (Rp.100.000) 

Untuk sirup diberikan kepada 25 

peserta, sedangkan uang tunai 

hanya diberikan kepada sisanya 

yaitu 3 peserta. 

2024 Uang tunai (Rp. 150.000) 

Bonus ini hanya diberikan kepada 

7 orang peserta saja, tanpa ada 

bonus barang bagi peserta yang 

lain. 

Berdasarkan hasil penelitian program paket lebaran di Kampung Paledang Desa Bojongkunci, 

pemberian bonus mengalami perubahan dan perkembangan dari tahun ke tahunnya. Pemberian bonus 

ini disesuaikan dengan keuangan yang ada di pengelola paket. Pada tahun ke-1, program paket lebaran 

ini belum memberikan bonus, peserta hanya menerima paket lebaran nya sesuai dengan yang dipesan 

oleh mereka. Memasuki tahun ke-2 program ini berjalan, pengelola mulai memberikan bonus kepada 

semua peserta berupa kue kering tanpa membedakan peserta dari besarnya cicilan atau lamanya 

keikutsertaan terhadap program ini. Selanjutnya di tahun ke-3, pemberian bonus bertambah dengan 

adanya sirup dan uang tunai. Bonus sirup ini diberikan kepada semua peserta, dan ada tambahan uang 

tunai yang hanya diberikan kepada 3 peserta saja, dengan alasan sebagai peserta yang rajin membayar 

cicilan dan mengikuti dari awal program. Pada tahun ke-4, pengelola hanya memberikan bonus berupa 

uang tunai saja, serta bonus ini tidak diberikan kepada semua peserta, melainkan hanya kepada 7 

orang peserta saja. Alasan ini karena sisa uang belanja yang sedikit dan tidak memungkinkan untuk 

memberikan bonus secara berlebih. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta yang tidak mendapatkan bonus, telihat bahwa 

rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh peserta tidak hanya mengenai pada nilai bonus yang diterima, 

tetapi juga pada ketidakjelasan informasi terkait pemberian bonus seperti ini. Dalam situasi seperti 

ini, menimbulkan harapan peserta yang tidak terwujud serta menjadikan kesan bahwa terdapat 

perlakuan yang tidak merata dan adil di antara mereka. Adapun para peserta yang mengikuti program 

paket lebaran ini, mereka menyambut baik dengan adanya pemberian bonus dalam program tersebut. 

Para peserta berpendapat bahwa bonus yang diberikan oleh pihak pengelola merupakan tanda 

perhatian sekaligus apresiasi kepada peserta yang telah berpartisipasi dalam program paket lebaran 

tersebut. Menurut hasil wawancara dengan beberapa peserta paket yang mendapatkan bonus, mereka 

merasa bahwa pemberian bonus, terutama uang tunai ini sangat bermanfaat untuk memenuhi 

kebutuhan lainnya saat perayaan hari raya. Pemberian bonus ini juga menjadi salah satu alasan yang 

mendorong peserta untuk mengikuti terus program cicilan paket lebaran tahun berikutnya. 
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Analisis dan Pembahasan 

Dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya ketidakadilan dalam pembagian bonus. Beberapa peserta 

mendapatkan bonus uang tunai, sedangkan yang lain tidak mendapatkannya, padahal mereka telah 

berpartisipasi dalam program paket lebaran dan membayar dengan jumlah cicilan yang telah 

disepakati. Hal ini menyebabkan perasaan tidak puas dan menimbulkan ketidakadilan di antara para 

peserta, terutama bagi peserta yang sudah lama mengikuti program paket lebaran ini. Pemberian bonus 

yang tidak adil dan merata seperti ini dapat menimbulkan ketidakadilan serta perselisihan. Hal ini 

menimbulkan ketidakpastian mengenai manfaat yang didapat para peserta atas cicilan yang mereka 

bayar. Dalam islam, penting untuk melaksanakan transaksi berdasarkan kesepakatan dan keridhaan 

dari kedua belah pihaksebagaimana firman Allah SWT: 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan 

cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara 

kamu.” (QS. An-Nisa: 29).  

Apabila bonus diberikan dengan cara yang menimbulkan ketidakpuasan atau keberatan, maka 

hal ini dapat merusak prinsip keridhaan dalam perjanjian. Dalam muamalah juga ditegaskan bahwa 

gharar dilarang dalam akad jual beli. Gharar yang terjadi dalam program ini adalah ketika peserta 

tidak mengetahuisecara jelas tentang siapa yang berhak mendapatkan bonus, apa saja kriterianya, dan 

apakah bonus itu adalah hak semua peserta atau hanya untuk beberapa orang saja. Ketidakjelasan 

seperti ini, meskipun terkait tambahan (bonus), hal ini tetap bisa menimbulkan konflik dan 

kekecewaan peserta.  

Meskipun pemberian bonus ini dikategorikan sebagai hibah yang diperbolehkan dalam islam, 

namun sebaiknya dilaksanakan dengan jelas. Jika hanya beberapa peserta saja yang menerima bonus 

berupa uang tunai tanpa ada penjelasan sejak awal, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di antara 

peserta lainnya. Serta pemberian bonus yang tidak merata tidak membatalkan sahnya akad jual beli 

cicilan, tetapi hal ini dapat berisiko menimbulkan perselisihan yang bertentangan dengan keadilan dan 

kejelasan, serta berpotensi menimbulkan unsur gharar dalam pelaksanaan perjanjian. 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis terkait Analisis Fiqih Muamalah Terhadap 

Praktik Pemberian Bonus dalam Jual Beli Cicilan Paket Lebaran di Kampung Paledang Desa 

Bojongkunci, maka penulis dapat disimpulkan bahwa pemberian bonus dikategorikan sebagai hibah 

atau hadiah yang diperbolehkan dalam islam. Namun, praktik pemberian bonus secara tidak merata 

menimbulkan rasa tidak adil yang memicu adanya perselisihan di antara para peserta dengan pihak 

pengelola paket. Secara keseluruhan, praktik jual beli cicilan paket lebaran di Kampung Paledang ini 

sudah sesuai dengan fiqih muamalah pada akad pokoknya. Tetapi, pelaksanaan yang tidak jelas atau 

tidak transparan mengenai bonus dapat menimbulkan unsur gharar dan muncul perselisihan di antara 

peserta. Oleh karena itu, penting bagi pihak pengelola untuk memberikan kejelasan, transparansi, serta 

keadilan agar pelaksanaan program paket lebaran ini tetap sesuai dengan syariat islam. 
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